Menimbang

NOMOR

PERATURAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO)

PD-51 /DIR /2020

KEP- 23 /DK-TASPEN /122020
TENTANG

PEDOMAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT TASPEN (PERSERO)

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO),

a.

bahwa dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang
baik, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara telah
menerbitkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)
pada Badan Usaha Milik Negara yang telah diubah dengan
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-09/MBU/2012;

bahwa sehubungan dengan menimbang sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka pedoman tata kelola perusahaan
yang baik ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris
Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang
Indikator/Parameter Pinilaian dan Evaluasi Atas Penerapan
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

bahwa sehubungan dengan menimbang sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu
dilakukan penyesuaian Peraturan Bersama Direksi dan Dewan
Komisaris tentang Pedoman Pelaksanaan Good Corporate
Governance,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, maka perlu menerbitkan
Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang
Pedoman Good Corporate Governance PT TASPEN
(PERSERO); l Y
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara;

2

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi
Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Dana Tabungan dan Asuransi
Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan;

W

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Perusahaan Perseroan (Persero);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan
Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero),
Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan)
Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada
Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Millik Negara Nomor
PER-09/MBU/2012;

9. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara
Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan
Usaha Milik Negara;

10. Anggaran Dasar PT TASPEN (PERSERO) Nomor 4 tanggal
4 Januari 1982 yang telah mengalami beberapa kali perubahan,
terakhir dengan Akta Nomor 8 tanggal 25 Agustus 2020,
yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-0138730.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 Agustus .

2020; ( [" ‘



Menetapkan

11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
SK-23/MBU/01/2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan
Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri juncto Keputusan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor SK-37/MBU/01/2020 tentang
Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;

12. Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor
PD-64/DIR/2019 tentang Struktur Organisasi dan Jabatan
Karyawan PT TASPEN (PERSERO) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Direksi Nomor PD-37/DIR/2020;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI
PEGAWAI NEGERI (PERSERO) TENTANG PEDOMAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT TASPEN (PERSERO).

Pasal 1

Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan PT TASPEN
(PERSERO) wajib mempedomani dan melaksanakan Pedoman
Good Corporate Governance (GCG) PT TASPEN (PERSERO)
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pedoman Good Corporate Governance
PT TASPEN (PERSERO) sebagai berikut:

a. sebagai upaya mengoptimalkan nilai perusahaan agar
memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun
internasional, sehingga mampu mempertahankan
keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai
maksud dan tujuan perusahaan;

b. mendorong agar Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan
PT TASPEN (PERSERO) dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta
kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan
terhadap Pemangku Kepentingan (stakeholders) maupun
kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;

¢. meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian

nasional. L Y .
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Pasal 3

Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, Peraturan
Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT TASPEN
(PERSERO)  Nomor  PD-11/DIR/2013 dan  Nomor
KEP.02/DK-TASPEN/2013 tentang Pedoman Good Corporate
Governance (GCG) PT TASPEN (PERSERO), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 20




LAMPIRAN

PERATURAN BERSAMA DIREKSI DAN

DEWAN KOMISARIS PT TASPEN (PERSERO)
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tasBé’n

VISI DAN MISI
PT TASPEN (PERSERO)

VISI
"Menjadi Perusahaan Asuransi Sosial dan Dana Pensiun yang Unggul, Terpercaya, dan Berkelanjutan
demi mewujudkan kesejahteraan Peserta untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial Indonesia"

MISI

“Memastikan terwujudnya Layanan Terbaik dan Investasi yang Andal serta Kepemimpinan Inovasi
Bisnis dan Transformasi Digital dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Amanah,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif”
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Nilai-Nilai BUMN

Amanah
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Panduan perilaku:

1. Memenubhi janji dan komitmen.

2. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan.
3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

Kompeten
Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Panduan Perilaku:
1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.

2. Membantu orang lain belajar.
3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

Harmonis
Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Panduan Perilaku:

1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
2. Suka menolong orang lain.

3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Loyal
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

Panduan Perilaku:

1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara.

2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

Adaptif
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

Panduan Perilaku:

1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.

2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
3. Bertindak proaktif.

Kolaboratif
Membangun kerja sama yang sinergis.

Panduan Perilaku:

1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.

2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.

3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
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